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Abstract: 

The purpose of this study is to evaluate the extent of community involvement in the general elections of 2019- 
2024 using the perspective of figh siyasah. This study was conducted in Nagari Tiku Selatan, Agam Regency. 
The main objective of this research is to understand the factors influencing voter participation in the context 
of general elections and the extent to which the principles of figh siyasah play a role in this process. This 
research adopts a gualitative descriptive method as the primary data collection and analysis approach. Data 
were obtained through documents, observations, and interviews selected representatively from the community 
of Nagari Tiku Selatan. The results of the research indicate that there are contributing factors to the low level 
of participation in general elections in Nagari Tiku Selatan. These factors include economic aspects, 
employment situations, and the level of community awareness. On the other hand, this research also reveals 
the relevance of the principles of figh siyasah, particularly the principle of consultation or "shura," in the 
context of political participation in Islam. However, the passive attitudes and actions of the community in 
general elections are considered inconsistent with Islamic teachings that encourage participation in choosing 
leaders. This research provides valuable insights into community participation in general elections and 
emphasizes the importance of understanding the factors influencing political participation. The implications 
of this research can be used as a basis for designing more effective strategies to enhance community 
participation in future election processes. 
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Abstraksi: 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2019-2024 
menggunakan perspektif fikih siyasah. Penelitian ini dilakukan di Nagari Tiku Selatan, Kabupaten Agam. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih 

dalam konteks pemilihan umum dan sejauh mana prinsip-prinsip fikih siyasah memainkan peran dalam proses 
ini. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif sebagai pendekatan utama untuk pengumpulan dan 
analisis data. Data diperoleh melalui dokumen, pengamatan, dan wawancara yang dipilih secara representatif 
dari komunitas Nagari Tiku Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor yang berkontribusi 
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terhadap tingkat partisipasi yang rendah dalam pemilihan umum di Nagari Tiku Selatan. Faktor-faktor ini 
termasuk aspek ekonomi, situasi kerja, dan tingkat kesadaran masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga 
mengungkapkan relevansi prinsip-prinsip figih siyasah, khususnya prinsip konsultasi atau “syura,” dalam 
konteks partisipasi politik dalam Islam. Namun, sikap dan tindakan pasif masyarakat dalam pemilihan umum 
dianggap tidak konsisten dengan ajaran Islam yang mendorong partisipasi dalam memilih pemimpin. 
Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan 
menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik. Implikasi dari 
penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan di masa depan. 


Kata kunci: partisipasi masyarakat, pemilihan umum, fikih siyasah 


1. Pendahuluan 


Pemilihan umum dianggap sebagai aspek 
penting dalam dinamika kehidupan nasional dan 
global. Pilihan umum di Indonesia memiliki peran 
yang sangat signifikan dalam kehidupan nasional, 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang telah 
diubah, memberikan aturan lengkap. Ketentuan 
mengenai pemilihan umum dijelaskan secara tegas 
dalam UUD 1945 bagian perubahan ke III, bab 
VIIB, pasal 22E. 


Dalam praktik pemilihan umum, seringkali kita 
menemui masyarakat yang tidak memilih dalam 
berbagai jenis pemilu, seperti pemilu presiden, 
legislatif, dan kepala daerah. Situasi ini mungkin 
sangat bermanfaat., memungkinkan evaluasi yang 
bijaksana untuk dilakukan. Dalam sejarah, 
golongan pemilih yang tidak memanfaatkan hak 
suara, yang dikenal sebagai "golput," telah menjadi 
bagian dari dinamika politik Indonesia sejak pemilu 
nasional tahun 1995. Ini terjadi dalam konteks 
konflik antara kelompok unitaris dan kelompok 
federalis yang menciptakan atmosfer yang sulit, 
mengakibatkan sebagian masyarakat memilih untuk 
tidak memberikan suara mereka, sebagai reaksi 
terhadap intimidasi dari lawan politik yang mereka 
pilih (Bukhori, 2003: Kurniawan & Afifi, 2023). 


Peningkatan golput dan kemenangan kelompok 
golput dalam pemilu menimbulkan tantangan bagi 
para pejabat dan politisi. Meskipun golput tidak 
membatalkan hasil pemilu secara teknis, 
kemenangan golput mengindikasikan kurangnya 
legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemilu dan para pemenangnya. Fenomena golput 
memiliki banyak faktor, baik psikologis maupun 
politis. Beberapa faktor psikologis termasuk 
kepribadian pemilih yang tidak toleran, otoriter, dan 
apatis terhadap tanggung jawab politik. Faktor 
lainnya adalah orientasi kepribadian seperti apatis, 
anomi, dan alienasi terhadap persoalan politik. 
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Sebelumnya, sudah ada banyak penelitian yang 
mengangkat isu partisipasi masyarakat pada 
pemilihan umum. Penulis akan membahas beberapa 
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam 
konteks ini. Ada yang menyelidiki tentang 
partisipasi masyarakat pada pemilu dikota Denpasar 
(Arniti, 2020). Selanjutnya ada yang mengkaji 
tentang pemilu dan partisipasi masyarakat di 
Minahasa (Liando, 2016). Penelitian selanjutnya 
tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pemilu (Sahbana, 2017). Penelitian selanjutnya 
tentang partisipasi masyarakat dalam pilkada di 
tengah wabah covid-19 (Dunggio & Yantu, 2021). 


Ada empat faktor utama yang dapat 
menyebabkan fenomena golput: faktor teknis (tidak 
terdaftar dalam daftar pemilih), faktor ekonomi 
(kesulitan meninggalkan pekerjaan), faktor 
kurangnya kepercayaan, dan faktor perbedaan 
ideologis (tidak percaya pada sistem demokrasi). 
Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD Republik 
Indonesia pada tahun 2019 menyaksikan fenomena 
golput di berbagai tingkatan, termasuk di Nagari 
Tiku Selatan. 


Dalam konteks ini, tinjauan fikih siyasah 
digunakan untuk menganalisis partisipasi pemilih 
secara umum dan khususnya di Nagari Tiku Selatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut 
tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan 
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia pada periode 2019-2024, 
dengan pendekatan dan perspektif fikih siyasah. 
Fikih siyasah dalam konteks ini merujuk pada 
analisis hukum politik Islam yang membahas 
tentang tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan 
dalam Islam. 


2. Metode Penelitian 


Penelitian ini adalah penelitian lapangan, atau 
field research, di mana datanya diambil melalui 
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dokumen-dokumen yang ada di Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Sumatera Barat serta dokumen- 
dokumen di Komisi Pemilihan Umum kabupaten 
Agam. Data-data pendukung juga berasal dari 
kecamatan Tanjung Mutiara dan Nagari Tiku 
Selatan, yang merupakan lokasi penelitian penulis, 
serta data yang diperoleh dari masyarakat yang 
menjadi responden dalam penelitian. Fokus utama 
penelitian lapangan ini adalah masyarakat Nagari 
Tiku Selatan yang tidak menggunakan hak pilihnya, 
atau golongan putih, dalam pemilihan umum 
Presiden, DPR, dan DPD Amerika Serikat untuk 
tahun 2019-2024. Data ini diambil dari sumber- 
sumber seperti data KPU Kabupaten Agam dan TPS 
Nagari Tiku Selatan. 


Tempat di mana penelitian dilakukan dan data 
dikumpulkan disebut lokasi penelitian. Lokasi 
penelitian adalah di Nagari Kecamatan Tiku Selatan 
terletak di kabupaten Agam, Provinsi Sumatera 
Barat. Populasi dalam penelitian ini mengacu pada 
total keseluruhan subjek penelitian. Populasi 
penelitian ini terdiri dari seluruh masyarakat Nagari 
Tiku Selatan yang tidak menggunakan suara mereka 
dalam pemilihan Presiden, DPR, dan DPD RI untuk 
periode 2019-2024. Sampel, sebagai representasi 
dari populasi, terdiri dari 50 orang (3,496 dari 
populasi) yang dipilih melalui penarikan sampel 
acak dari daftar pemilih tetap (DPT), dan mereka 
tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan 
tersebut. 


Dalam pengumpulan data, digunakan dua 
teknik: pertama adalah angket, di mana data 
dikumpulkan melalui daftar pertanyaan yang berisi 
pilihan jawaban langsung kepada 50 pemilih yang 
tidak menggunakan suara mereka dalam pemilihan 
Presiden, DPR, dan DPD RI periode 2019-2024. 
Teknik kedua adalah wawancara, di mana Data 
dikumpulkan melalui tanya jawab langsung yang 
diberikan kepada responden penelitian (Abbas, 
2010, Nazir, 2009). 


Penulis memberikan penjelasan tentang 
berbagai perspektif analisis berdasarkan literatur 
yang mengandung teori-teori yang relevan dengan 
penelitian ini, serta pendekatan yang paling efektif 
untuk menyelesaikan rumusan masalah. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis dan metode 
induktif (Afifi, 2023). Metode induktif melibatkan 
pengumpulan data khusus yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Informasi ini dipelajari dengan teliti, 
dan dari analisis ini diambil kesimpulan yang 
bersifat umum dan mudah dipahami. 


3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Pemilihan Umum di Indonesia 


Di Indonesia, mulai dari era kemerdekaan, 
Bangsa Indonesia telah mengadakan proses 
pemilihan umum. Semua pemilu tersebut tidak 
terjadi secara terisolasi, melainkan berlangsung 
dalam konteks yang berpengaruh terhadap hasilnya. 
Dari rangkaian pemilihan umum yang telah 
dijalankan, terlihat upaya untuk menciptakan sistem 
pemilihan umum yang sesuai dengan kebutuhan 
Indonesia. Ini adalah evolusi zaman pemilu di 
Indonesia (Lestari, 2015). 


3.2. Era Demokrasi Parlementer (1945-1959) 


Pada tahun 1955, saat itu pemerintahan di bawah 
kepemimpinan kabinet BH Baharuddin Harahap 
mengadakan pemilihan umum. Pemilu ini 
mengalami dua tahap pemungutan suara, yang 
pertama pada bulan September untuk pemilihan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan yang kedua 
untuk pemilihan anggota Konstituante pada bulan 
Desember. Pemilihan ini menggunakan sistem 
proporsional. Proses pemilu awal ini berlangsung 
dengan khidmat dan demokratis. Pemerintah tidak 
mencoba masuk, dan partai politik tidak dibatasi 
dalam urusan partai politik atau kampanye, yang 
dijalankan dengan gaya yang menarik. Total ada 27 
partai serta satu calon perseorangan yang ikut serta 
dalam pemilu ini. Namun, harapan akan terciptanya 
stabilitas politik dari pemilihan ini tidak ada. 
Kabinet Ali (I dan II), yang terdiri dari koalisi dari 
tiga partai besar: NU, PNI, dan Masyumi, 
menghadapi kesulitan dalam menangani beberapa 
masalah, terutama yang berkaitan dengan gagasan 
Presiden Soekarno tentang Demokrasi Parlementer, 
yang akhirnya mengakhiri masa tersebut 
(Budiardjo, 1998). 


3.3. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 


Pemilu (Pemilihan Umum) pada Era Demokrasi 
Terpimpin terjadi di Indonesia antara tahun 1959 
hingga 1965. Era ini merupakan periode dalam 
sejarah Indonesia yang ditandai oleh berbagai 
perubahan politik dan sosial di bawah pemerintahan 
Presiden Soekarno. Setelah masa Demokrasi 
Liberal (1950-1957) yang diwarnai oleh sistem 
multipartaa dan kekacauan politik, Presiden 
Soekarno mengumumkan konsep Demokrasi 
Terpimpin pada tahun 1957. Demokrasi Terpimpin 
mengutamakan peran dan kepemimpinan presiden 
dalam mengarahkan pemerintahan. Meskipun 
Pemilu 1955 terjadi sebelum Era Demokrasi 
Terpimpin dimulai, pemilu ini penting sebagai 
bagian dari konteks politik yang membentuk era 


https://doi.org/ 10.58764/j-im.2023.4.32 


38 Yufriadi et. al. / Al-Imam (2023) pp. 35-44. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum ... 


tersebut. Pemilu ini menghasilkan beragam partai 
politik yang berbicara atas nama masyarakat 
Indonesia. 


Pada tahun 1959, di bawah sistem Demokrasi 
Terpimpin, partai-partai politik digabung menjadi 
tiga aliran besar yaitu Nasionalis, Agama, dan 
Komunis. Pemilu ini menjadi peristiwa penting 
karena dianggap sebagai awal resmi dari Era 
Demokrasi Terpimpin. Namun, sistem ini 
cenderung mengurangi pluralitas politik dan 
memberi lebih banyak kekuasaan kepada presiden. 
Pemilu pada Era Demokrasi Terpimpin dikritik oleh 
banyak pihak sebagai pemilu yang tidak bebas dan 
adil. Ada dugaan bahwa pemilu dimanipulasi oleh 
pemerintah untuk mengamankan dukungan 
terhadap rezim Soekarno. 


Pada era ini, kebebasan berbicara dan 
berpendapat menjadi terbatas. — Pemerintah 
melakukan pemantauan dan tindakan represif 
terhadap individu atau kelompok yang dianggap 
menentang pemerintah atau pandangan resmi. 
Meskipun pemerintah mencoba menanamkan 
stabilitas, banyak konflik politik dan sosial yang 
terjadi pada periode ini. Terdapat peristiwa- 
peristiwa seperti Gerakan 30 September 1965 yang 
mengubah arah politik Indonesia secara drastis. Era 
Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1965 
setelah gerakan 30 September dan pemberontakan 
militer. Pemerintahan diambil alih oleh Orde Baru 
yang dipimpin oleh Soeharto setelah peristiwa 
tersebut dan membawa perubahan besar dalam peta 
politik Indonesia. Pemilu Era Demokrasi Terpimpin 
adalah bagian penting dari perjalanan sejarah politik 
Indonesia. Era ini memiliki dampak jangka panjang 
terhadap perkembangan politik dan sosial di 
Indonesia dan membentuk landasan bagi peristiwa- 
peristiwa penting yang mengikuti. 


3.4. Era Demokrasi Pancasila (1965-1998) 


Setelah masa pemerintahan semi-otoriter dari 
Demokrasi Terpimpin berlalu, harapan masyarakat 
adalah untuk dapat merasakan sistem politik yang 
stabil dan demokratis. Pekerjaan yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan ini antara lain melalui 
berbagai forum diskusi yang membahas ide distrik, 
yang masih sangat baru bagi masyarakat Indonesia. 
Menurut pendapat dari forum-forum tersebut, 
sistem distrik dapat secara alami mengurangi 
jumlah partai politik, karena partai-partai kecil akan 
lebih suka bekerja sama untuk memperoleh kursi di 
satu distrik. Penurunan jumlah partai politik 
diharapkan akan menghasilkan stabilitas politik dan 
pemerintahan yang lebih kokoh dalam menjalankan 
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programnya, terutama di bidang ekonomi (Ghofar, 
2009). 


Namun, setelah upaya untuk mengurangi jumlah 
partai politik melalui pemilihan umum tidak 
berhasil, Presiden Soeharto mengambil beberapa 
tindakan untuk mengontrol kehidupan partai politik. 
Langkah pertama adalah menggabungkan partai 
politik, yang menghasilkan tiga kelompok: 
Golongan Karya (Golkar), Nasionalis dan 
Spiritualis Tiga partai ini bersaing pada Pemilu 
1977, dan Golkar menang. selalu berhasil meraih 
suara terbanyak (Hikam, 2000). 


3.5. Era Reformasi (1998-Sekarang) 


Selama masa Reformasi tahun 1998, terjadi 
liberalisasi di semua aspek kehidupan nasional. 
Dampak serupa dirasakan dalam ranah politik 
Indonesia, dengan memberikan ruang bagi 
masyarakat untuk membentuk partai politik dan 
menyuarakan pandangan politik mereka. Pada awal 
era reformasi, banyak partai politik muncul. 
Sebanyak 48 partai politik yang berhasil lolos 
verifikasi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam 
pemilihan tahun 1999. Angka ini sangat berbeda 
dari masa Orde Baru. Pada tahun 2004, ada 
penurunan jumlah partai politik yang berpartisipasi 
dalam pemilu menjadi 24 partai politik. Ini karena 
ambang batas yang ditetapkan oleh UU no 3/1999 
tentang Pemilu, yang menetapkan bahwa hanya 
partai politik yang memperoleh minimal 296 dari 
jumlah kursi DPR berhak untuk mengikuti pemilu 
selanjutnya. 


Jika partai politik tidak dapat mencapai ambang 
batas tersebut, mereka memiliki dua pilihan: 
bergabung dengan partai lain atau membentuk 
partai politik baru. Persentase ambang batas juga 
dapat ditingkatkan, seperti yang terjadi pada tahun 
2009 ketika persentase Electoral Threshold naik 
menjadi 3Y6, dibandingkan dengan 2Yy9 pada 
pemilihan tahun 2004, dan setelah itu, pada 
pemilihan tahun 2014, ambang batas dapat 
dinaikkan atau diturunkan lagi. 


Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa sejak Indonesia memperoleh 
kemerdekaan, terjadi empat kali perubahan dalam 
tata cara pemilihan umum. Selain itu, 
perkembangan zaman juga mempengaruhi 
penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, di 
mana pentingnya proses penyelenggaraan pemilu. 
Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara 
pemilu dan pilkada, meskipun tujuan keduanya 
adalah untuk mewujudkan demokrasi. Sementara 
pilkada memilih kepala daerah, pemilu memilih 
wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah. Sementara 


Yufriadi et. al. / Al-Imam (2023) pp. 35-44. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum ... 39 


pemilihan dilakukan hanya di daerah tertentu, 
pemilihan dilakukan secara serentak di seluruh 
Indonesia. Oleh karena itu, proses pilkada dan 
pemilu tidak sama. Proses dan penyelenggaraan 
pemilu dan pilkada akan dijelaskan di sini 
(Sukardja, 2012). 


3.6. Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum 


Keterlibatan dalam urusan Sebenarnya, politik 
adalah bagian dari budaya politik karena struktur 
politik seperti media massa yang kritis dan aktif, 
partai politik, dan kelompok kepentingan dan 
advokasi. Ini menunjukkan adanya partisipasi 
masyarakat dalam urusan politik. Konsep diri 
tentang partisipasi politik merujuk pada aktivitas 
individu atau kelompok dalam mengambil bagian 
secara aktif terlibat dalam politik, termasuk memilih 
presiden dan memengaruhi kebijakan publik. 
Aktivitas ini mencakup hal-hal seperti berpartisipasi 
dalam gerakan sosial atau partai politik, menghadiri 
pertemuan, berkomunikasi atau melakukan lobi 
dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintah, 
dan memberikan suara dalam pemilu. Pasal 28 UUD 
1945 menyatakan "kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", 
yang menjamin partisipasi negara dalam pemilu 
Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Jaminan Sipil dan Politik juga mengaturnya 
dengan rinci. Undang-undang ini melindungi hak- 
hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan 
berserikat, hak untuk memilih dan dipilih, 
kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah, dan 
hak untuk keadilan, antara lain (Asshiddigie, 2020). 


Salah satu contoh penerapan kebebasan ini 
adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu, yang 
mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi 
Indonesia. Ini menunjukkan prinsip kebebasan, 
yaitu masyarakat memiliki hak penuh untuk 
memilih dan mendukung calon mereka sendiri 
dalam pemilihan umum. Selain itu, orang-orang 
diberi kebebasan untuk melakukan protes terhadap 
pemerintah, yang menunjukkan bahwa orang 
Indonesia semakin terlibat dalam politik. Karena 
semua dalam negara demokratis berasal dari, oleh, 
dan untuk rakyat, partisipasi masyarakat dalam 
pemilihan umum sangat penting dalam demokrasi. 
Meskipun pemilihan umum sejak reformasi 
mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah 
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan 
umum, seperti golput. Selain itu, partisipasi dapat 
dianggap sebagai salah satu komponen penting 
demokrasi. Partisipasi adalah ukuran seberapa aktif 
atau pasif seseorang terlibat dalam kegiatan politik 
dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah 


(Jurdi, 2018). Kegiatan dan partisipasi politik 
adalah dua aspek partisipasi politik yang dilakukan, 
yang dapat dibagi menjadi: 


a) Bentuk partisipasi aktif. 


Merupakan variasi partisipasi yang berfokus 
pada memberikan masukan dan dampak 
dalam suatu sistem politik. Contohnya, 
tindakan warga negara mengusulkan usulan 
terkait kebijakan umum, memberikan 
alternatif kebijakan umum untuk keputusan 
pemerintah, memberikan kritik — dan 
rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, 
membayar pajak, dan terlibat dalam proses 
pemilihan pemimpin pemerintah. 


b) Partisipasi Pasif 


Jenis partisipasi ini berfokus pada hasil dari 
sistem politik. Sebagai contoh, tindakan 
mematuhi peraturan atau arahan, menerima, 
dan melaksanakan keputusan pemerintah 
tanpa mempertimbangkan banyak hal. Faktor- 
faktor yang menyebabkan rendahnya 
partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden, 
DPR, dan DPD RI di Nagari Tiku Selatan 
Pemilihan umum adalah suatu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan karena memberikan 
kesempatan bagi setiap warga negara untuk 
menggunakan hak politiknya dalam 
pemilihan langsung, menjamin pergantian 
kepemimpinan yang teratur dan damai, 
mempertahankan kedaulatan rakyat, dan 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas 
hidup masyarakat. Keterlibatan aktif 
masyarakat dalam pemilu adalah salah satu 
tanda paling penting dari keberhasilan dan 
kualitas pelaksanaan pemilu yang demokratis. 


Dalam suatu negara, partisipasi politik sangat 
penting. Kesadaran politik warga negara tentang 
keterlibatan mereka dalam proses penunjukan 
kepala daerah sangat penting. Ini menunjukkan 
bahwa masyarakat harus memahami pentingnya 
berpartisipasi dan memahami hak dan tanggung 
jawab mereka sebagai anggota masyarakat dalam 
hal urusan politik dan lingkungan sosial. Berbagai 
faktor dapat memengaruhi partisipasi politik. Ini 
termasuk tingkat pendidikan, standar hidup, kondisi 
ekonomi, dan sarana yang memungkinkan 
partisipasi politik. Adanya sistem komunikasi yang 
baik dalam masyarakat dan sistem politik dapat 
membantu partisipasi politik 


Orang-orang di Nagari Tiku Selatan tidak terlalu 
terlibat dalam politik, terutama — dalam 
menggunakan hak pilihnya, karena beberapa alasan. 
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ekonomi, tingkat — kesadaran 


masyarakat, dan faktor pekerjaan adalah beberapa 
dari faktor-faktor tersebut. 


a) Faktor Pendidikan 


Faktor Pendidikan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap partisipasi dalam 
pemilihan umum. Pendidikan memainkan 
peran yang signifikan dalam membentuk 
tingkat partisipasi tersebut, kesadaran, dan 
keterlibatan masyarakat dalam proses politik. 
Pendidikan yang baik membantu individu 
memahami konsep demokrasi, hak dan 
tanggung jawab warga negara dalam 
berpartisipasi dalam kehidupan politik dan 
memilih pemimpin. Individu yang menerima 
pendidikan dengan baik cenderung lebih 
memahami pentingnya hak suara dan 
bagaimana pengaruhnya terhadap proses 
pengambilan keputusan. 


Individu yang lebih terdidik cenderung 
memiliki akses dan pemahaman informasi 
yang lebih baik yang lebih mendalam tentang 
kandidat-kandidat yang bertarung dalam 
pemilu serta isu-isu yang dibahas. Ini 
memungkinkan mereka untuk membuat 
keputusan yang lebih cerdas dengan 
menggunakan informasi yang mereka miliki 
dan relevan ketika memberikan suara. 
Pendidikan tinggi seringkali mengajarkan 
keterampilan kritis berpikir, yaitu 
kemampuan untuk menganalisis informasi, 
mengidentifikasi argumen yang kuat, dan 
mengenali manipulasi atau retorika yang 
mungkin terjadi dalam kampanye politik. 
Individu yang memiliki keterampilan ini lebih 
mungkin untuk membuat keputusan 
berdasarkan pertimbangan yang rasional 
(Afifi & Abbas, 2019: Prihatmoko, 2008). 


Pendidikan mendorong partisipasi aktif 
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 
politik. Individu yang berpendidikan tinggi 
cenderung lebih bersemangat untuk terlibat 
dalam aktivitas politik, termasuk memilih 
dalam pemilu. 


Pendidikan dapat membentuk rasa tanggung 
jawab terhadap masyarakat dan negara. 
Individu yang dididik dengan baik cenderung 
merasa bahwa partisipasi dalam pemilu 
adalah kewajiban warga negara yang penting 
untuk mempengaruhi perubahan positif dalam 
pemerintahan dan kebijakan publik. 
Lingkungan pendidikan sering memberikan 
peluang untuk terlibat dalam diskusi dan 
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b) 


c) 


debat tentang isu-isu politik. Ini membantu 
individu mengembangkan pemahaman yang 
lebih mendalam tentang berbagai pandangan 
dan argumen, sehingga dapat membuat 
keputusan berdasarkan pengetahuan yang 
lebih baik. Individu yang berpendidikan 
tinggi juga dapat mempengaruhi orang-orang 
di sekitarnya, termasuk keluarga dan teman- 
teman, untuk berpartisipasi dalam pemilu. 
Pendidikan dapat menciptakan pola perilaku 
yang mengedepankan keterlibatan dalam 
proses politik. 


Faktor Moneter 


“Karena tuntutan kebutuhan yang semakin 
hari semakin meningkat membuat masyarakat 
di Nagari Tiku Selatan harus senantiasa 
membanting tulang untuk dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena 
memang mata pencaharian masyarakat 
Nagari Tiku Selatan berbeda-beda yaitu ada 
yang berdagang, berkebun, kelaut dan lain 
sebagainya. Oleh karena aitu mereka hanya 
menghabiskan hari-harinya untuk bekerja. 
Mereka cenderung — mengesampingkan 
aktifitas sosial atau kegiatan yang bersifat 
tidak menghasilkan apa-apa untuk mereka 
serta kegiatan yang sifatnya tidak ada hasil 
untuk mereka memenuhi kebutuhanya.” 


Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran 
Masyarakat 


Maka dari itu karena jauhnya jarak untuk 
pulang kekampung mempengaruhi tingkat 
kesadaran akan hak politik dan suara mereka, 
pemuda/pemudi lebih memilih tidak 
menggunakan hak suaranya (golput) dari hal 
tersebut berpengaruh pada kesadaran dan juga 
menjadi alasan untuk tidak ikut sertanya 
masyarakat maupun pemuda/pemudi pada 
pemilihan kepala daerah yang berlangsung. 
Hal ini disampai kan oleh Bapak Heru 
Kurniawan dalam wawancaranya. 


“Banyak juga di Nagari Tiku Selatan ini 
pemuda yang pergi keluar daerah untuk 
kuliah apalagi sekarang ini sudah banyak 
orang tua yang sadar akan pendidikan dan 
mereka menyekolahkan anaknya ke jenjang 
yang lebih tinggi, tetapi biasanya mereka 
yang sedang kuliah yang diluar daerah 
mereka malas untuk pulang hanya sekedar 
untuk memilih saja dengan alasan jarak yang 
jauh” (H. Kurniawan, 2020). Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa kurangnya 
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partisipasi — politik — disebabkan oleh 
ketidaksadaran masyarakat terhadap hak 
suaranya. 


d) Faktor pekerjaan 


Mata pencaharian masyarakat Nagari Tiku 
Selatan yang berbeda-beda bahwasannya 
Karena sebagian besar orang di masyarakat 
bekerja sebagai petani, ada lebih banyak 
orang yang menghabiskan waktu di luar 
rumah seperti berdagang berkebun, keladang, 
dll. Namun, tujuan dari pemilu atau pesta 
rakyat adalah untuk memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi politiknya dengan ikut serta 
memberikan suara atau hak pilihnya. Dengan 
hak pasif, warga negara biasanya dipilih, 
ditunjuk, atau diangkat untuk menjalankan 
tugas kenegaraan. Namun, dengan hak aktif, 
mereka memiliki kesempatan yang sama 
untuk ikut serta secara aktif dalam mengatur 
dan menyelenggarakan negara mereka 
dengan berpartisipasi dalam pemilu. 
Mengenai kenyataan bahwa sebagian besar 
orang tidak ingin pergi ke TPS atau 
mengambil bagian dalam pemilihan umum. 
Bapak Yose Afriadi selaku Nagari Tiku 
Selatan dalam wawancaranya menjelaskan. 


“Terkait kurangnya partisipasi masyarakat 
Nagari Tiku Selatan di pengaruhi bermacam- 
macam faktor,salah satunya yaitu didasari 
faktor ekonomi hal ini terlihat karena 
perbedaan mata pencaharian, masyarakat 
ada yang berdagang, berkebun dll. Sehingga 
pada saat pemungutan suara masyarakat 
sedang sibuk bekerja, contoh pedangan 
dipasar, pasar yang berada di Nagari Tiku 
Selatan buka dari pukul 05.00 WIB hingga 
pukul 14.00 WIB sedangkan TPS pada saat 
pemilihan kepala daerah atau pemilu di 
selenggarakan pukul 08.00 WIB hingga pukul 
12.00 WIB sehingga menurut mereka 
waktunya tanggung untuk pulang terlebih jika 
mereka berdagang diluar kecamatan 
sehingga membutuhkan waktu untuk mereka 
pulang dulu” (Y. Afriadi, 2020). 


Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di 
atas, ada alasan lain yang menyebabkan orang 
Nagari Tiku Selatan tidak berpartisipasi dalam 
pemilihan umum Tahun 2019. Seorang tokoh 
agama, bapak Zelli Handra, menjelaskan alasan- 
alasan ini dalam wawancaranya. “Biasanya 
masyarakat disini yang tidak ikut memilih atau 
datang ke tempat pemungutan suara mereka sedang 


di gunung untuk mengurus kebun kopi sehingga 
mereka enggan untuk pulang terlebih jarak antara 
rumah dan gunung cukup jauh jadi menurut mereka 
lebih baik menyelesaikan pekerjaan di kebun 
dibandingkan pulang hanya untuk memilih” (Z. 
Hendra, 2020). 


Dalam kesimpulannya, rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam pemilihan umum di Nagari Tiku 
Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 
ekonomi, tingkat kesadaran, dan jenis pekerjaan. 
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik 
dan pemilihan umum masih perlu ditingkatkan. 


3.7. Tinjauan Fikih Siyasah pada Pemilihan 
Umum 


Fikih berasal dari kata "fagaha-yafgahu-fighan"', 
yang berarti "paham yang mendalam" dalam bahasa 
Arab. Fikih adalah kumpulan ijtihad ulama tentang 
hukum syariah. Politik adalah bidang yang 
menyelidiki bagaimana urusan negara diatur dan 
dapat dibagi menjadi beberapa aspek seperti hukum, 
politik, hubungan internasional, dan administrasi 
negara (Dahlan, 1996). Ijtihad dan pemikiran para 
ulama tentang hukum syariah adalah dasar ilmu 
fikih. Politik mengatur kekuasaan dan kekayaan 
negara serta penegakan hukum yang adil. serta 
penegakan hukum adil yang mencakup hak-hak 
Allah dan manusia. Pemahaman fikih dan siyasah 
berkembang sesuai situasi dan kondisi manusia. 
Fikih juga membahas aspek hubungan antara 
sesama manusia dalam berbagai bidang, seperti 
hukum pidana, perkawinan, kewarisan, politik, dan 
hubungan internasional (Arifin & Abbas, 2007, 
Djazuli, 2003). Siyasah dalam Islam mencakup 
hukum syariah yang terkait dengan memberikan 
kepercayaan pada kekuatan dan kekayaan negara, 
serta pengaturan urusan yang mengacu pada 
kemaslahatan manusia dan ketentuan syariah (Afifi 
& Abbas, 2023, Sjadzali, 1990). 


Para ulama mengatur kriteria seorang pemimpin 
yang mencakup sifat adil, ilmu pengetahuan, 
kepemimpinan yang efektif, keberanian, keturunan 
Ouraisy, kesehatan jasmani dan rohani, serta 
kemampuan untuk mengatur kehidupan 
masyarakat. Pengangkatan pemimpin dapat 
dilakukan melalui beberapa metode, seperti melalui 
kesepakatan ulama atau ahli dalam bidangnya 
(AHWA), wasiat dari pemimpin sebelumnya, 
penunjukan dalam keadaan darurat (ghalabah), atau 
melalui ajakan untuk memilih dirinya jika 
memenuhi syarat. Menegakkan kepemimpinan 
(Iimamah) merupakan kewajiban dalam Islam untuk 
menjaga persatuan umat dan melaksanakan hukum- 
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hukum syariah. Kepemimpinan ini diperlukan 
untuk mengatur kehidupan masyarakat dan 
memelihara agama. Pemilihan pemimpin dalam 
Islam harus mematuhi syarat-syarat yang telah 
ditetapkan, dan prosesnya dapat dilakukan melalui 
berbagai metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
Islam (Abdillah, 2013, Nurdin et al., 2020). 


Partisipasi politik dapat diartikan sebagai 
tindakan memberikan amanat kepada calon yang 
dipercayai, sejalan dengan nilai-nilai Islam. 
keterlibatan individu atau organisasi politik dalam 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
kemaslahatan umum di institusi politik resmi dan 
nonresmi di tingkat nasional dan daerah. Ini 
mencakup berbagai kegiatan, seperti pemilihan 
umum dan pembentukan koalisi, serta aktifitas 
lainnya dengan mendukung kebaikan dan 
menghentikan keputusan yang bertentangan dengan 
Islam. Sejumlah Selain itu, para ulama berpendapat 
bahwa berpartisipasi dalam pemilihan umum atau 
memilih pemimpin adalah kewajiban yang harus 
dilakukan. Mereka menjelaskan bahwa tidak 
berpartisipasi (golput) dalam pemilihan umum 
dianggap haram. Allah sendiri memerintahkan agar 
semua masalah diputuskan melalui musyawarah. 
Oleh karena itu, partisipasi politik dalam Islam 
sangatlah berkaitan dengan prinsip musyawarah. 
Dalam Islam, prinsip ini diwujudkan dalam istilah 
"syura", yang mengandung arti menjelaskan, 
menyatakan, atau mengajukan pendapat serta 
mengambil keputusan melalui perundingan. Ini 
berarti bahwa syura atau musyawarah mencakup 
saling berdiskusi, merundingkan, dan menukar 
pandangan. Melihat sikap dan tindakan masyarakat 
di Nagari Tiku Selatan yang masih kurang terlibat 
dalam pemilihan umum, Hal ini bertentangan 
dengan perintah Allah dan juga dengan ajaran 
Islam, yang menyatakan bahwa orang harus terlibat 
dalam pemilihan pemimpin. Tidak mungkin bagi 
manusia untuk hidup sendiri karena mereka adalah 
makhluk sosial. Berbagai kebutuhan hidup mereka 
mengharuskan mereka melakukannya 
mendorongnya untuk berinteraksi dengan sesama 
manusia (Abbas, 1981: Fitri, Afifi, & Abbas, 2022). 


4. Kesimpulan 


Berdasarkan penjelasan diatas telah 
mengungkapkan sejumlah faktor-faktor yang 
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses 
pemilihan umum (Pemilu) di Nagari Tiku Selatan 
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Kabupaten Agam pada periode 2019-2024. 
Berdasarkan perspektif fikih siyasah, terdapat 
beberapa aspek yang dapat diidentifikasi untuk 
memahami pola partisipasi masyarakat dalam 
proses demokrasi tersebut. 


Pertama, faktor pekerjaan pemilih memainkan 
peran penting dalam menentukan tingkat 
partisipasi. Kondisi di mana pemilih dihadapkan 
pada pilihan antara mengurangi penghasilan atau 
menggunakan hak pilihnya atau pekerjaan, 
memunculkan dilema yang — memengaruhi 
partisipasi. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan 
ekonomi dan sosial yang harus diperhitungkan oleh 
masyarakat — dalam mengambil — keputusan 
partisipasi. Kedua, tingkat kepercayaan terhadap 
calon pemimpin juga menjadi faktor kunci dalam 
memengaruhi partisipasi masyarakat. 
Ketidakpastian atau keraguan terhadap integritas 
calon pemimpin dapat menghasilkan golongan 
putih, di mana sebagian masyarakat memilih untuk 
tidak memilih karena merasa tidak ada pilihan yang 
sesuai dengan keyakinan atau harapan mereka. 
Ketiga, faktor pendidikan juga memiliki dampak 
signifikan terhadap partisipasi masyarakat. 
Pendidikan yang rendah dapat menghambat 
pemahaman masyarakat tentang pentingnya 
partisipasi dalam demokrasi dan hak serta tanggung 
jawab mereka dalam memilih pemimpin. Selain itu, 
studi ini mencatat bahwa pemahaman masyarakat 
tentang kriteria sahnya seorang pemimpin menurut 
fikih siyasah juga berperan dalam menentukan 
partisipasi. Terdapat pandangan bahwa pemimpin 
harus dipilih oleh ahlul al-agdi wa al-hal dan 
ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Namun, 
perspektif ini dapat menyebabkan masyarakat tidak 
berpartisipasi dalam memilih, karena merasa bahwa 
keterlibatan mereka dalam proses pemilihan tidak 
relevan. 


Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 
tahun 2019-2024 di Nagari Tiku Selatan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks seperti 
pekerjaan, tingkat kepercayaan, pendidikan, dan 
pandangan tentang pemilihan pemimpin menurut 
tinjauan fikih siyasah. Oleh karena itu, upaya untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 
demokrasi perlu mempertimbangkan dan mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut, serta meningkatkan 
pemahaman dan dan kesadaran akan pentingnya 
mengambil bagian dalam menentukan masa depan 
negara dan pemerintahan. 
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